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KATA PENGANTAR

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
terkait penyelesaikan sengketa Pemilu Kepala Dacrah yang merupakan
“landamark  decision” memberi pengaruh  kepada putusan-putusan
Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tentang perkara Pemilu
Kepala Dacrah lainnya. Diantara putusan-putusan terscbut, penulis
memberi konstribusi significant disebabkan penulis lah menjadi ketua tim
kuasa hukum pemohon. Penulis tclah memberi warna terhadap proses
pemeriksaan perkara 2 guo sampai proses pembuktiannya. Perjalanan karir
sebagal “pengacara pilkada” tersebut menjadi catatan prestasi bagi penulis

dan dunia advokat secara umum.

Penulis merasa perlu menampilkan kembali resume putusan-
putusan perselisthan hasil penghitungan pemilihan kepala dacrah dan wakil
kepala dacrah dalam bentuk sebuah buku. Buku ini merupakan resume dari
beberapa putusan yang pernah penyusun tangani baik schagai penerima |
kuasa dari Pemohon maupun dari Pihak Terkait. Tujuan dari penerbitan ‘
buku in1 adalah untuk memberi gambaran: ‘

1. Bahwa penyelesaian sengketa hasil penghitungan perolchan
suara dan penctapan kepala dacrah dan wakil kepala dacrah
terpilih oleh KPU sebelum diujt di Mahkamah Konstitusi
pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Agung.

2. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi melalui
putusannya membatalkan keputusan KPU tentang Hasil
penghitungan perolchan suara dan penctapa calon terpilih.

3. Tidak hanya membatalkan Keputusan KPU tetapi bak
Mahkamah Agung mapun Mahkamah Konstitusi pernah
memerintahkan KPU melakukan penghitungan ulang.

4. Adanya terobosan hukum darn Mahkamah Konstitusi untuk
menemukan keadilan substantil dengan tidak hanya melakukan
penghitungan perolchan suara semata tetapi melakukan

pemeniksaan kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilihan
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kepala dacrah yang dilakukan secara Ters.ctrukuur, SiSlcmaLis
dan Masil yang pertama kali muncul dalam perkarg PHPU,
Provinsi Jawa Timur tahun 2008.

5. Adanya terobosan hukum dari Mahkmah Konstits; untyk
melakukan pemilu ulang karena adanya cacat yuridis lerhaday,
proses administrasi pencalonan seperti dalam Putusan PHPY
Kabupaten Bengkulu Selatan dan PHPU Provinsi Papug Barag,

6. Bahwa tdak semua permohonan pemohon dapat dﬂ\'a'lblllkm

oleh Mahkamah Konsitus!.

Buku ini tentu saja tidak dapat mewakili segala bentuk terobogyy,
hukum yang muncul dalam putusan PHPU karena terdapat banyak
terobosan hukum baik oleh Mahkamah Agung maupun olch Mahkamah
Konsutusi. Pada sisi lain, terdapat banyak hal yang belum mampu dijan gkay
oleh peradilan pemilu baik oleh Mahkamah Agung maupun Mahkamal,
Konstitusi karena berkaitan dengan kewenagan mengadili. Terdapat banyak
indikasi pelanggaran yang belum terjamah oleh hukum tetapi Mahkamah
Agung maupun Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili seperti
dugaan tindak pidana pemilihan kepala daerah, pelanggaran administras;

dalam tahap pemilihan kepala daerah.

Penulis berharap Buku ini dapat memberikan manfaat bag
akademisi dan praktst hukum dalam mengembangkan ilmu dan prakik
peradilan khususnya peradilan pemilu di masa mendatang. Sebagai upaya
validasi bahan buku ini, pembaca dapat membaca kembali secara cermat
putusan-putusan yang disampaikan.

Jakarta, Maret 2016

Dr. A Muhammad Asrun, S.H., M.H.




ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala dacrah
sangal dinamis sejalan dengan dinamika demokrasi dan hukum di
Indonesia. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menerima,
meriksa, dan memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala dacrah
didasarkan politik hukum yang berkembang baik dalam proses judicarl
review di Mahkamah Konstitusi mupun proses legislasi. Tujuan dari
penclitian ini adalah untuk mengetahui landasan pemikiran, konsistensi, dan
implikasi putusan tentang sengketa pemilihan kepala daerah. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-
undangan dan pendekatan kasus.

Dalam putusan-putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala
dacrah, terdapat banyak terobosan hukum dan memberikan kebebasan para
Hakim Konstitusi dan Hakim Agung dalam menggali perkara. Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung dalam putusannya tidak hanya sckedar
menilai angka-angka perolchan suara yang disengketakan tetapi menilai
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses  pemungutan dan
penghitungan suara. Dari putusan yang menjadi obyck penclitian, sclain 3
(tiga) bentuk putusan yang ada (mengabulkan, menolak, atau tdak dapat
mencrima permohonan), yaitu terdapat 3 bentuk putusan lain yaitu: (1)
Memenntahkan melakukan penghitungan ulang Pemilihan Umum Kepala
Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah. (2)Memerintahkan  melakukan
pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Dacrah. (3)Pendiskulifikasian Salah Satu Pasangan Calon Karena
Pelanggaran Admmistraul
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r
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i i in
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Tahun 2

Mclﬂ\-van
Tanjung Pnavs;
Tahun 9009, gugatan [ata Usaha Negara olch PT Pygy

: : ¥ are Peringg
r (klicn) melawai Walikota Singkawang di PT 15
Makmu ( g di PTUN Pontianak
Putu.

882 (Klicyy)
auan Riay D; PN

san PTUN Pontianak: memenangkan gugatan klicn

Tahun 9010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu atas
alas namgy

Zulia Noversi,SP dan Iskandar Ismu (k/ien).

Tahun 2010, gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pysa o
pama Wiryanto, S.H. (bendahara Koperasi MK), Budi AChm-n;
Djohari,AK (Ketua Koperasi MK ) dan Ketua Mahkamah Konstit;si

(klien). Melawan Tamrin Sianipar.

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad
., tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa

nenghadirt berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel

yang perna ditulis,
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